
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Anak 

 

Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, pengertian anak diatur dalam beberapa 

perundang-undangan. Pengertian anak tersebut ditentukan berdasarkan umur atau 

usia. Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal 

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernah kawin; 

b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 

di bawah 18 (delapan belas) tahundan belum menikah, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; dan 

c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. 

d. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan 
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hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

 

Berdasarkan pengertian yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-

undangan di atas, maka dapat disimpulkan anak adalah seorang yang belum 

berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk pula anak yang masih dalam 

kandungan. 

 

 

B. Tindak Pidana Perkosaan dan Pengaturannya 

 

1. PengertianTindak Pidana Perkosaan 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. 

Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi atau asal kata yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

Perkosa: gagah; paksa; kekerasan; perkasa. memperkosa: 1) menundukkan 

dan sebagainya dengan kekerasan; 2) melanggar (menyerang dsb) dengan 

kekerasan. Perkosaan: 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan; 

2) pelanggaran dengan kekerasan.
15

 

 

Soetandyo Wignjosoebroto, mendefinisikan perkosaan sebagai suatu usaha 

melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan 

dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.
16

 

                                                 
15 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 

hlm.741 
16 Suparman Marzuki. Pelecehan Seksual. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, 1997), hlm. 25 
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Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-

laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh 

dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan 

terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.
17

 

 

R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada 

seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan 

ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam 

lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.
18

 

 

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan diartikan sebagai perbuatan 

yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.
19

 Namun untuk 

menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian 

dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut 

pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.
20

 

 

Menurut Roeslan Saleh,
21

 dalam penentuan delik-delik kesusilaan, hendaknya 

tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga 

meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan 

bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang 

perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati 

                                                 
17 Wirdjono Prodjodikoro. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1986), 

hlm. 117 
18 R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1980), hlm. 302 
19 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1997), hlm. 980 
20Barda Nawawi Arief, Op.cit. hlm. 291 
21Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam 

KUHP, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 109 
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berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan 

lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam 

hubungan seksual.
22

 

 

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang 

diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan 

atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia 

di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun”. 

 

Ketentuan Pasal 285 KUHP di atas, terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada 

atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai 

berikut:
23

 

a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; 

b. Memaksa seorang wanita; dan 

c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku). 

 

Ad a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga 

atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan 

tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai 

orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya. 

Ad b) Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. 

                                                 
22 Leden Marpaung. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), hlm. 3 
23 R. Soesilo. KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal, 

(Bandung: Karya Nusantara Cetakan X, 1988), hlm. 98 
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Ad c) Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki 

dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota 

kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga 

mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya. 

 

2. Jenis-Jenis Tindak Perkosaan 

Tindak perkosaan dapat digolongkan dalam beberapa jenis tergantung dengan 

motif dan cara melakukannya. Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Sadistic Rape 

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam 

bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan 

erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang 

mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. 

b. Anger Rape 

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana 

untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh 

korban di sini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang 

memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan 

kekecewaan hidupnya. 

c. Domination Rape 

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas 

kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan 

seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan 

seksual. 
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d. Seductive Rape 

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta 

oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman 

personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada 

umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu 

tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks. 

e. Victim Precipitated Rape 

Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai 

pencetusnya. 

f. Exploitation Rape 

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan 

hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan 

yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara 

ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu 

rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak 

mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.
24

 

 

Selain berdasarkan pengolongan di atas, tindak pidana perkosaan dapat 

digolongan berdasarkan status pelakunya. Jenis-jenis perkosaan juga dapat 

dibedakan: 

a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban 

1) Perkosaan oleh suami atau mantan suami 

Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami maerasa 

berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan 

keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang 

terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan 

hubungan seks pada mantan istrinya. 

                                                 
24 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: 

Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 46-47 
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2) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar 

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan 

berbagai dalih; karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, 

karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap 

sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini 

korban. Ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan 

masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh 

pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk 

tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai 

memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun 

oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi 

pacarnya nekat melakukannya itu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini 

sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan 

orang. 

 

3) Perkosaan oleh atasan/majikan 

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks 

oleh atasan atau majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau 

dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau 

majikan. 

 

4) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak 

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. 

Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak 

sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu 

mempercayai pelaku.  

 

b. Perkosaan oleh orang tak dikenal 

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi dari pada 

perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban. 

1) Perkosaan beramai-ramai 

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh 

sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu 

orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian 

tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja 

memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap jantan atau untuk 

membuktikan kelakiannya. 

 

2) Perkosaan di penjara 

Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga penjara 

setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum 

terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan 

bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya. 

 

3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan 

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering 

memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti 

musuh atau untuk mempermalukan mereka. Perkosaan beramai-ramai dan 
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perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau 

taktis tertentu).
25

 

 

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish 

yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (the aggressive axpression of sexuality) 

akan tetapi ekspresi seksual agresivitas (sexual expression of aggression).
26

 

Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat 

menyerang atau memaksa lawan jenia (pihak) lain yang dapat dan dianggap 

mampu memenuhi kepentingan nafsunya. 

 

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan: 

a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan; 

b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual 

semata-mata; 

c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung 

masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu; 

d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: 

anger rape, power rape dan sadistis rape. Dan ini direduksi dari anger dan 

violation, control and domination, erotis; 

e. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami 

pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing 

dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional; 

f. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19% 

tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban; 

g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.
27

 

 

Di antara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan 

pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang 

menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisikmya, namun 

                                                 
25 LBPP DERAP-WARAPSARI. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi 

Korban Kekerasan (Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk), (Jakarta: 

Gugus Grafis, 2001), hlm. 29-31 
26 Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: Mandar Maju, 

1995), hlm. 108 
27 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.cit, hlm. 48 
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juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya 

ini berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya. 

 

3. Pengertian Korban Perkosaan 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindak pidana. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang) 

yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang 

lain.
28

 

 

Menurut I.S. Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti 

sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, 

sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti 

korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.
29

 

Menurut Arif Gosita, korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan 

kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain 

di luar perkawinan.
30

 

 

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut:
31

 

a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) 

sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 

b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti 

tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan 

perlakuan pelaku. 

                                                 
28 W.J.S. Poerwadarminta, Op.cit. hlm. 324 
29 I.S. Susanto. Kriminologi, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995), hlm. 89 
30 Arif Gosita. Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan 

(Beberapa Catatan). (Jakarta: IND.HILL-CO, 1987), hlm. 12 
31 Ibid, hal. 12-13 
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c. Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. 

 

4. Jenis-Jenis Korban Perkosaan 

Menurut Arif Gosita, jenis-jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut:
32

 

a. Korban Murni, terdiri atas: 

a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku 

sebelum perkosaan; 

b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum 

perkosaan. 

b. Korban Ganda 

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, 

juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, misalnya: 

mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan 

yang tidak baik selama pemeriksaan Pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, 

mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat 

khusus, dan lain-lain. 

c. Korban Semu 

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia berprilaku seperti 

diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku. 

 

Menurut Mendelson, korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam dengan 

berdasar pada derajat kesalahannya, yaitu: 

a. Yang sama sekali tidak bersalah. 

b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri. 

c. Yang sama bersalahnya dengan pelaku. 

                                                 
32 Arif Gosita, Op.cit. hlm. 13 
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d. Yang lebih bersalah daripada pelaku. 

e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah
33

 

 

5. Penderitaan Korban Perkosaan 

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari 

mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. 

Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dimata 

praktek peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak 

hukum, dalam hal ini hakim, yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, 

putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang 

dilakukan pada korban. 

 

Tahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dapat dibagi sebagai 

berikut:
34

 

a. Sebelum Sidang Pengadilan 

Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia 

berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. 

Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana 

perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada 

polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor 

sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya. 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Siti Suhartati Astoto. Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban-Korban Tindak Pidana Lalu 

Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, (Tesis Sarjana: Fakultas Pasca 

Sarjana UI, 1990), hlm. 36 
34 Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, 

Op.cit, hlm. 17-20 
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b. Selama Sidang Pengadilan 

Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas 

ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus 

mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi 

peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya 

sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau 

pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. 

Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi 

perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa 

korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, 

fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau 

pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan. 

 

c. Setelah Sidang Pengadilan 

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih 

menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian 

dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap 

dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak 

diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia 

telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak 

pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan. 

 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak 

kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya 

perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum 
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terhadap kasus yang menimpanya. Perempuan korban tindak kekerasan seksual 

bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat 

perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri. 

 

Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani menyatakan: berbeda dengan korban kejahatan 

konvensional lainnya, korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun 

batin. Keputusan korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada 

pihak yang berwajib bukanlah keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu 

traumatik dan memalukan harus dipaparkan kembali secara kronologis oleh 

korban. Belum lagi sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang kadang 

memandang sebelah mata terhadap korban, karena pandangan umum selama ini 

terhadap korban perkosaan adalah sebagai orang yang buruk laku. Prosedur 

pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan 

harus dilalui oleh korban, sama seperti korban kejahatan lain apabila 

memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana demikian 

menambah daftar penderitaan korban.
35

 

 

Bagong Suyanto memaparkan pula, anak-anak korban perkosaan (chield rape) 

adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita 

trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung 

beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib dan perasaan merasa 

tercemar, serta kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, 

                                                 
35 Suparman Marzuki, Op.cit, hlm. 193-194 



29 

 

sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan 

serta mengakhiri semua penderitaannya.
36

 

 

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan di atas, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat 

kehilangan keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, 

calon suami (tunangan) atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. 

Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa 

percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan 

ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga 

berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik padanya. 

b. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih 

fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada 

keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat 

perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma 

keagamaan. 

c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka 

pada diri korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin 

perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ 

tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan 

perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk 

berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban. 

d. Tumbuh rasa kekurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, 

bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, 

sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-

sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan 

dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat 

ditekan secara terus-menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tidak 

kunjung berakhir. 

e. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa 

berharga dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja 

terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan 

sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki 

dan mencari penghargaan.
37

 

 

 

 

                                                 
36 Bagong Suyanto, Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso. Wanita, Dari Subordinasi dan 

Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan. (Surabaya: Airlangga University Press, 1996), hlm. 10 
37 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op Cit, hlm. 82-83 
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C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan 

 

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (integrated criminal 

justice system) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.
38

 

Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan sistem penegakan hukum 

pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Demikian juga 

dalam Sistem Peradilan Pidana yang dibutuhkan untuk penegakan hukum 

terhadap tindak pidana, merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses 

keterkaitan antar instansi atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan asas pelayanan yang mudah dan terjangkau 

bagi perempuan korban kekerasan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan 

terhadap perempuan yang bertitik tekan pada perspektif korban yang 

mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem 

peradilan. Sebagai subyek ia berhak didengar keterangannya, mendapat informasi 

atas upaya-upaya hukumyang berjalan, dipetimbangkan rasa keadilan yang ingin 

diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-hak dan 

kekerasan yang dialaminya.
39

 

 

Tujuan tersebut dapat dikaitkan dengan kasus kejahatan kekerasan seksual 

(perkosaan) baik dari aspek pelaku, masyarakat maupun korban.
40

 

a. Pelaku 

Berkaitan dengan pelaku, hukuman yang dijatuhkan merupakan balasan yang 

setimpal atau diharapkan pelaku dapat menebus dosa-dosa (atas kekejian) yang 

                                                 
38 Barda Nawawi Arief, Op.cit. hlm. 7 
39 Theo Van Boven, Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan 

Rehabilitasi, (Jakarta: ELSAM, 2000), hlm. 44 
40 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.cit, hlm. 95-96 
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dilakukan kepada korban. Pelaku dikenakan hukuman yang cukup berat yang 

dapat membuatnya menjadi jera atau agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi 

perbuatan jahatnya. 

 

b. Masyarakat 

Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku itu diharapkan menjadi 

suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. 

Hukuman itu menjadi prevensi (pencegahan) agar anggota masyarakat yang 

hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya. 

 

c. Korban 

Dijatuhkannya sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu 

merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban 

kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini 

bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-

akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan. 

 

Tujuan hukum pidana harus mengacu pula pada tujuan hukum secara umum. 

Menurut Baharuddin Lopa, pada dasarnya tujuan hukum ialah menegakkan 

keadilan, sehingga ketertiban ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Dalam 

hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus mengandung rasa keadilan agar 

dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap 

hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri.
41

 

 

                                                 
41 Baharuddin Lopa. Seri Tafsir Al-Qur’an Bil-Ilmi 03, Al-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia, 

(Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 126 
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Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah 

perkembangan penjatuhan hukuman dan pemidanaan pada umumnya. Artinya, 

tujuan hukum pidana tidak terlepas dari sistem penjatuhan hukuman yang 

diterapkan pada pelaku (pelanggar dan penjahat).
42

 

 

Hal itu dapat dikaitkan dengan pendapat Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo 

yang memaparkan, sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan kepada 

pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang 

lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga 

dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana 

hendaknya diterapkan jika upaya lain tidak memadai lagi. Pidana adalah suatu 

reaksi delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 

ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat 

delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu 

tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment).
43

 

 

Menurut Aliran Klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu 

dari kekuasaan penguasa atau negara. Ia memperjuangkan hukum pidana yang 

lebih adil, obyektif dengan penjatuhan pidana yang lebih menghormati individu. 

Dalam aliran modern, tujuan hukum pidana adalah mengembangkan penyelidikan, 

asal-usul, cara pencegahan, hukum pidana yang bermanfaat agar masyarakat 

terlindung dari kejahatan.
44

 

 

                                                 
42 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.cit, hlm. 96 
43 Ibid. 
44 Niniek Suparni. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1996), hlm. 13-14 
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Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Sanksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan 

hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi 

dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna: 

a. Diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban 

kejahatan (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau 

kepentingan hukum seseorang). 

b. Diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan 

hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik 

dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan 

nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan 

pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, 

jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.
45

 

 

Adapun tujuan dari perlindungan korban adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan 

keterangan pada setiap proses peradilan pidana; 

b. Memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar tidak takut dalam 

menjalani proses peradilan pidana; 

c. Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat; 

d. Memenuhi rasa keadilan, bukan hanya kepada korban dan keluarga 

korban, tapi juga kepada masyarakat; 

e. Memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan; 

f. Menempatkan kekerasan berbasis jender sebagai bentuk kejahatan yang 

serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia; 

g. Mewujudkan sikap yang tidak mentolerir kekerasan berbasis jender; 

h. Penegakan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan terhadap 

perempuan (perkosaan).
46

 

 

 

 

 

                                                 
45 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Op.cit. hlm. 56 
46 Ibid. 
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3. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia 

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi 

Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban 

lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. 

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan 

selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung 

terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.
47

 

 

Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut 

Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat 

materiil yang dapat dinilai dengan uang, dan immateriil yakni perasaan takut, 

sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.
48

 Perlindungan korban berupa 

penggantian kerugian materiil dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. 

Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa negara 

(apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara. 

 

Kondisi kebijakan legislatif mengenai perlindungan korban menurut hukum 

pidana positif saat ini adalah sebagai berikut: 

a. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban 

“in abstracto” dan secara “tidak langsung”. 

b. Perlindungan secara langsung masih terbatas dalam bentuk pemberian 

ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi 

yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh 

negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau 

terpidana.
49

 

                                                 
47 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Loc.cit 
48 Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: PT Alumni, 1992), 

hlm. 78 
49 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Op Cit, hlm. 58 
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Ada 4 (empat) kemungkinan pemberian ganti rugi kepada korban dalam perkara 

pidana, yaitu: 

a. Pemberian ganti rugi sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat 

(KUHP); 

b. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi, sebagai 

“tindakan tata tertib” (Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955); 

c. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana 

tambahan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997); 

d. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan, dalam proses penggabungan 

gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHAP).
50

 

 

Konkretnya, perlindungan terhadap korban kejahatan dirasakan perlu dan 

imperatif sifatnya. Pada dasarnya ada 2 (dua) model perlindungan, yaitu: 

a. Pertama, model hak-hak procedural (the procedural rights model). Secara 

singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan-aktifnya korban 

dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, 

dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar 

pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. 

b. Kedua, model pelayanan (the services model) yang menekankan pada 

pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya 

pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan 

tertekan akibat kejahatan.
51

 

 

D. Pengertian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi dan Bantuan, kompensasi adalah ganti kerugian yang 

diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian 

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian 

yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, 

dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk 

kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. 

                                                 
50 Ibid. 
51 Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 81 
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Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK 

dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. 

 

Menurut Stephen Schafer, ada 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi 

terhadap korban kejahatan: 

1. Damages. 

Pada damages terdapat sifat keperdataan sehingga proses ganti kerugiannya 

dilakukan melalui prosedur hukum perdata. Karena itu, dengan adanya pemisahan 

prosedur hukum perdata dan perkara pokoknya dalam hukum pidana maka korban 

baru dapat menuntut si pelaku apabila telah dinyatakan bersalah. 

 

2. Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding. 

Bentuk tipologi ganti kerugian ini mempunyai ciri hukum perdata, akan tetapi 

diberikan melalui proses perkara pidana. Di Jerman, menurut Schafer, disebut 

dengan terminologi “adhasionprozess” dan dalam proses ini yang mendominasi 

adalah segi pidananya.
52

 

 

3. Restitution civil in character but intermingled with penal characteristics and 

awarded in criminal proccedings. 

Pada dasarnya, restitusi ini bersifat quasi atau campuran antara sifat perdata dan 

pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana. Menurut Drapkin 

dan Emilio Viano, ada 5 (lima) persyaratan untuk mendapatkan restitusi, yaitu: 

a. kejahatan tersebut harus dilaporkan; 

b. keharusan dapat diketahui dan diidentifikasi pelaku kejahatan; 

c. adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku 

kejahatan; 

                                                 
52 Arif Gosita, Op.cit, hlm. 52 
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d. adanya keleluasaan korban dalam hal waktu dan uang untuk menunjuk 

pengacara guna mengajukan klaim ganti kerugian ke pengadilan; dan 

e. adanya penghasilan yang cukup/tetap dari pelaku kejahatan untuk dapat 

memberikan restitusi kepada korban.
53

 

 

4. Compentation, civil character, awarded in criminal proceedings and backed by 

the resources of state. 

Pada dasarnya kompensasi ini bersifat perdata. Walaupun demikian pemberian 

kompensasi dilakukan melalui proses pidana dan didukung sumber penghasilan 

negara. Konkretnya, pemberian kompensasi melalui proses perdata ini oleh negara 

merupakan wujud pertanggungjawaban negara melalui putusan pengadilan kepada 

pelaku karena negara gagal mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh 

pelaku tersebut. 

 

5. Compensation, neutral in character and awarded through a special procedure. 

Pada dasarnya, jenis kompensasi ini berlaku di Swiss (sejak 1937), New Zealand 

(sejak 1963) dan Inggris (sejak 1964). Sistem ini sifatnya netral dan diberikan 

melalui prosedural khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan 

ganti kerugian, sedangkan pelaku dalam keadaan tidak mampu membayar 

sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada korban. 

Wewenang untuk memeriksa kompensasi ini bukan pengadilan perdata atau 

pidana, tetapi prosedur khusus atau tersendiri dan independent yang menuntut 

campur tangan negara atas permintaan korban.
54

 

 

                                                 
53 Drapkin dan Emilio Viano dalam Ira Dwiati, Victimology: A New Fokus, (London, Lexington 

Books, D.E. Health and Company Massachusetts), hlm. 143 
54 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Op.cit, hlm. 60 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan 

kompensasi dari Stephen Schafer merupakan upaya model pelayanan kepada 

korban kejahatan (the services model) yang dibayar oleh pemerintah melalui dana 

negara (compensation/kompensasi) dan dibayar oleh pelaku itu sendiri 

(restitutio/restitusi). 

 

E. Tinjauan Tentang Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

 

Pelaksanaan pemberian restitusi dan bantuan hukum kepada anak sebagai korban 

tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 

sebagai upaya dari penegakan hukum efektifitasnya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang secara umum 

mempengaruhi penegakan hukum. Beberapa faktor yang dapat mendukung dan 

menghambat berjalannya proses penegakan adalah sebagai berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

menjamin pelaksanaan suatu aturan hukum; 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk 

maupun yang menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan; 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
55

 

 

1. Faktor hukumnya sendiri/substansi Semakin baik suatu peraturan hukum akan 

semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu 

peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Di dalam menyusun 

hukum yang baik, maka diperlukan ilmu dan teknologi hukum yang cukup. Untuk 

                                                 
55 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, Raja 

Grafindo Persada: 2007), Hlm. 5 



39 

 

menyusun peraturan perundangundangan tertentu misalnya, selain diperlukan 

kemahiran membuat peraturan secara teknis, juga diperlukan pengetahuan yang 

sistematis mengenai materi atau substansi yang akan diatur dengan peraturan 

tersebut secara: 

a. Yuridis yaitu apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan 

kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berarti pula peraturan itu 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. 

contoh: undang-undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan 

persetujuan DPR. 

b. Sosiologis yaitu apabila hukum tersebut diakui atau diterima oleh 

masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut 

ditujukan/diberlakukan. 

c. Filosofis yaitu apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan citacita 

hukum sebagai nilai positif tertinggi, yaitu masyarakat adil makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral daripada 

proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena pada masyarakat 

Indonesia masih terdapat kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa 

mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila penegaknya bermental 

baik, maka dengan sendirinya hukum yang diterapkannya juga baik. Kalau saja 

penegak hukum tidak disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan 

juga dianggap buruk. 
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3. Faktor sarana atau fasilitas tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka 

tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau 

fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, 

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan 

seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum 

akan mencapai tujuannya. Bahwa sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh yang 

sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakan hukum sangat mudah 

dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat. Misalnya 

penanganan kasus yang sampai pada tingkat kasasi yang sangat lambat, hal ini 

disebabkan jumlah hakim tidak sesuai dengan jumlah perkara yang masuk. 

 

4. Faktor masyarakat semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka 

semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Karena hukum 

adalah berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai keadilan di 

masyarakat pula. Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan dan 

ketaatan masyarakat akan adanya hukum. Kesadaran tersebut dipengaruhi oleh 

faktor agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Taraf kesadaran hukum para 

warga masyarakat, merupakan faktor yang penting di dalam menegakkan hukum. 

Oleh karena ada kecenderungan kuat untuk berorientasi ke atas, maka mentalitas 

penegak hukum sangat besar peranannya di dalam mengusahakan adanya 

kepatuhan hukum. 

 

5. Faktor kebudayaan/culture, kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa 
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yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan mendasari adanya hukum 

adat, yakni hukum kebiasaan yang berlaku. Selain itu juga ada hukum tertulis 

(perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu yang mempunyai 

wewenang dan berlaku di masyarakat itu juga yang mencerminkan nilai-nilai yang 

menjadi dasar dari hukum. 

 

 

 


